BUPATI BENGKALIS

Menimbéng :

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR e TAHUN 2012.

- TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| BUPATI BENGKALIS

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 77

- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 11 Tahun 2011

N tentang Pajak Daerah perlu dltetapkan Petunjuk Pelaksanaan
. Pajak Hotel; - T R ‘

b, “bahwa. berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud-"

“Mengingat ;1.
. - Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi
. Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesia -
, ;~Tahun1956 Nomor 25);. ‘

.- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

- . ~dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis
e tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel; . . R

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan ;

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 0
- Nomor 3259); :

3. [Undang Undang Nomor 6 Tahun' 1983 tentang Ketentuan =
.~ Umum dan Tata: Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
. "Negara Republik Indonesia Nomor- 3262) sebagaimana telah -
- ‘beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
o 16 Tahun 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa -
- nomor 4999); - Gl »

. 'Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan'
" Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
. Penagihan ‘Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara -
- “Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
e Lembaran Negara Republlk Indonesna nomor 3686); :

‘.;:{Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan 5
 Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan R
R "Lembaran Negara Nomor 41 89) = L

6. ;_{Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntah :
" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
~Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
~ Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir
-~ dengan ‘Undang-Undang Nomor 12 -Tahun 2008 tentang -
- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republlk N
_,IndoneSIa Nomor 4844); :



,"iUndang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

. (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara republlk Indonesna ‘nomor.
- 4438); s .

" Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, ‘Tambahan . Lembaran Negara Republlk

Y Indonesia Nomor 5049)

o Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
~ Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik

-~ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republlk
e :IndoneSIa Nomor 5234); P v

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang‘

' Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

i ~Indonesia - Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4578); - ‘

;1_1:7 _Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 _tentang -
.. 'Pedoman- Pemblnaan dan _Pengawasan:: Penyelenggaraan

':'k‘:'f‘.‘Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2005 ‘Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara -
- Republik Indonesna Nomor4593) : ’

- ‘1‘2-‘»
- Pembagian. Urusan: ‘Pemerintahan . Antara Pemenntah

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Daerah Provinsi, .dan . Pemerintahan Daerah -

- -.Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
'Daerahdan . Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik -

: Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun - e
#2007 ' ‘Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' v
- Indonesia Nomor 4737) ' : o

Peraturan Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

o Indonesia Tahun 2010 Nomor - 119, Tambahan Lembaranj .

| ,k?-ff‘v:f‘_‘{--Negara Repubhk Indone3|a Nomor 5161);
14
" Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala

Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls k

‘Daerah atau dibayar- Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun _ 2010 - Nomor 153,

Yo ,Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua Nomor
J;‘g"»517g) S : , ‘

j‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008> AR

. tentang = Penyelenggaraan = Urusan - Pemerintahan Daerah |

Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs

~© Tahun 2008 Nomor 07);

6. |

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009

tentang  Pokok-Pokok Pengelolaanj Keuangan ‘Daerah

-~ (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2000
~Nomor 03); SR S |
7. -Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 1 Tahun 2011
- tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah

i Kabupaten Bengkalls Tahun 2011, Nomor 11)




- Menetapkan

MEMUTUSKAN

: "PERATURAN BUPATI BENGKALlS TENTANG PETUNJUK
: PELAKSANAAN PAJAK HOTEL

- - "BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dlmaksud dengan

1.

;’Daerah Otonom yang selanjutnya dlsebut daerah adalah :
" kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
: _‘ -wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut

- prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemenntah Daerah adalah kepala: daerah beserta

~.perangkat - daerah otonom yang lain - sebagai badan

B eksekutlf daerah

‘Bupatl adalah Bupatl Bengkalls

Pejabat adalah pegawai yang dlbenkan tugas tertentu di
- bidang perpajakan daerah- sesuai - dengan‘ peraturan ‘
';'perundang undangan yang berlaku. ~ :

"Dewan PenNakllan ‘Rakyat Daerah yang selanjutnya"v

: ,-dlsmgkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah’

i»sebagal unsur penyelenggaraan pemenntahan daerah.

*Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan |
“yang ‘dibentuk oleh- DPRD Kabupaten Bengkalls dengan‘

, 'persetUJuan bersama kepala daerah..

-Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bengkahs atau -

badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab

- sebaga| pemegang kas Kabupaten Bengkalls

‘Pajak ‘Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah'
- kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

| ‘pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

‘langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
t*sebesar—besarnya kemakmuran rakyat ‘ “

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangf o
ffmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
‘'yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan.

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan -
" usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

L (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,

~koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

- yayasan, organlsa3| massa, organisasi social politik, dan -
- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk ‘badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel



' 11 Hotel “adalah ~ fasilitas penyedia jasa
_penginapan/perisntirahatan termasuk - jasa terkait lainnya
,_g;-dengan dlpungut bayaran ‘yang mencakup juga motel,
~ losmen, gubuk pariwisata, pesanggerahan, rumah -

- 'penglapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan: jumlah '
~ kamar lebih dari 10 (sepuluh) ' : '

| '12 Subjek Pajak adalah orang prlbadl atau badan yang dapat‘ ,‘
- dikenakan pajak ‘ i

13. Wajlb Pajak adalah orang prlbadl atau badan mellput| |

« pembayar pajak memotong pajak, dan pemungut pajak,
- yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai

“dengan - ketentuan. . _peraturan _peru'ndang’-undangan -
perpajakan daerah B L

"}""14 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender o
“atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati -

“paling lama 3 (t|ga) bulan kalender, yang menjadi dasar ”-‘

bagi Wajib Pajak untuk menghltung, menyetor dan
melaporkan paJak terutang e

L -_;15 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya 1 (satu)y 3

" tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun .
buku yang tldak sama dengan tahun kalender. .

' 116 Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah snstem yang ‘akan -
dikenakan - kepada .= wajib - pajak dalam memungut,

; memperhltungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak.
 terutang. ‘ R o '

S : ~17 Sistem self assessment adalah suatu S|stem dimana Wajlb;

pajak diberi: kepercayaan untuk menghxtung sendiri pajak :
yang terhutang : ; NI

nE 18 Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dlbayar pada, B
- suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau

~dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
- peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

i ,19 Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya S

disingkat  SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak - f

- digunakan ‘untuk melaporkan penghltungan dan/atau

pembayaran ‘pajak, = objek pajak dan/atau harga dan_ .

; ;.kewajlban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-'-
“undangan perpajakan daerah. : - : :

‘20 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkath »
o SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

'yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

~telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalun U

tempat pembayaran yang dltunjuk oleh bupatl

”vi"f"21 Surat - Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang'

. selanjutnya disingkat SKPDKB,  adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan’ besarnya Jumlah pokok pajak,.

- jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok
- ‘pajak, besarnya: sank31 admlnlstratlf dan Jumlah paJak yang ‘
telah dltetapkan R : :

22 Surat ketetapan paJak daerah kurang bayar tambahan :
* selanjutnya dlsmgkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan -

- pajak yang ‘menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang
telah dltetapkan : AT



23 Surat Ketetapan Pajak Daerah N|h|| yang selanjutnya
- disingkat - SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
~menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tldak terutang dan tldak ada,
kredit pajak .

- 24, Surat- Ketetapan Pajak Daerah Leblh Bayar yang

- selanjutnya - disingkat- SKPDLB, adalah surat ketetapan -

- pajak yang  menentukan jumlah kelebihan’ pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar danpada pajak
.yang terhutang atau seharusnya tidak terutang e

b ‘.25 Surat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat =

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak_

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

«}26 Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang
~“membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
- kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
.- peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
. terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat
~ketetapan' pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah
- kurangbayar, surat ketetapan pajak daerah - kurang bayar
. tambahan, surat ketetapan pajak  daerah - nihil, surat
“ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat taglhan pajak
. daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan
’keberatan v g ‘ Tt : :

‘  :27 Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan ‘atas
j f;,,;keberatan terhadap surat pembentahuan ‘pajak " terutang, -
" surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah
1 fkurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
~ tambahan, surat’ ketetapan pajak - daerah : nihil, “surat
- ketetapan- pajak daerah lebih bayar atau terhadapv
‘pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketlga -yang
dlajukan oleh wajib pajak. oL

28. Putusan banding adalah putusan badan peradllan pajak
- atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang 5
dlajukan oleh wajib pajak. - ~

o 29 Pembukuan = adalah suatu proses 'pencatatan ‘yang
- dilakukan - secara teratur untuk mengumpulkan data dan

‘informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta Jumlah harga perolehan dan
- penyerahan - barang atau jasa, yang ditutup - dengan
>+ menyusun. Iaporan keuangan berupa necara dan Iaporan;

-+ laba rugn untuk perlode tahun pajak tersebut. -~ -

*30 Pemungutan adalah suatu rangkalan keglatan mulal dan 4
“penghimpunan data objek dan subjek: pajak atau retribusi, -
penentuan besarnya pajak atau terutang sampai kegiatan
penaglhan pajak atau retribusi kepada Wajlb pajak serta
pengawasan penyetorannya. ‘ ‘ ,

~ 31.Pemeriksaan adalah serangkaian keglatan untuk mencan
; meng_umpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban
.- perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah ini. -



S BABII | - o
OBJEK SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK ,

* Pasal 2

’ (1)Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setlap;f
pelayanan hotel :

o (2) Objek Pajak- Hotel adalah pelayanan yang dlsedlakan oleh 5

“hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang

-kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
“dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

‘ (3) Jasa penunjang sebagalmana dimaksud pada ayat (1)7 :
adalah fasilitas telepon, faximile, telex internet, foto copy, -
pelayanan cuci (laundry), setrika, transportasi, dan fasnltas -

: sejenls lalnnya yang disediakan atau di kelola hotel.

- (4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagalmana d|maksud
‘pada ayat (1)adalah o .

‘a. Jasa tempat tlnggal asrama yang dlselenggarakan oleh‘ -
Pemenntah atau Pemerintah Daerah;

-b. Jasa sewa apartemen kondomlnlum dan sejenisnya;

f¢.-‘Jasa tempat tlnggal d| pusat Pendldlkan atau keglatan
. Keagamaan; | B R ¢
; 'T.id._"Jasa tempat tlnggal di Rumah Saklt asrama perawat
- panti jompo, panti asuhan dan pantl SOS|al yang sejenis
- lainnya; dan ~

"*e.‘ Jasa Biro perjalanan atau perjalanan wnsata yang'f
o ‘dlselenggarakan oleh “hotel yang dapat d| manfaatkan :
L __:_oleh umum: : : , :

' Pasal 3

(1)Subjek Pajak Hotel adalah orang pnbadl atau badan yang; :
melakukan pembayaran kepada orang pnbadl atau badan -
yang mengusahakan hotel. : : :

(2) Wajlb Pajak Hotel adalah orang pnbadl atau badan yang
_'r mengusahakan hote| ’ : SR

' BAB m

B  DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN o

: Pasal 4

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau S
' yang seharusnya dlbayar kepada Hotel i

Pasal 5

Tarlf Pajak Hotel dltetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
Pasal 6 '

\Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang d|h|tung dengan cara o

o mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan- o :

~dasar pengenaan pajak sebagalmana dlmaksud dalam pasal 4.




SR e Pasal7 SR O ,
(1) Pajak dlhltung untuk setlap nota penjualan (biII) _«yarigj
dlbayar oleh tamu hotel : : AR
. f{(2) Adapun contoh perhltungan pajak adalah sbb el :
o ~ Sewa kamar2 hari @ Rp 250 000, 00 Rp i ‘5‘0_0;00_0,00

| Cuci baju3potong@Rp 10 000,00 Rp. ~30.000,00
Telepon ~ Rp.______100.000,00
o | .. " Rp. . 630.000,00

. Servicehotel10% ~~ ~ Rp.__ 6300000
S e Rp. _;;7':69300000

S j‘::,Dlskon 20% R : RD-v :‘(138 600 OO)- |
. Jumlah sebelum Pajak . Rp. . 554.400,00

‘Pajak Hotel10% ~ Rp. - 5544000

© BABIV ,
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

(1 )Setlap Waij Pajak Wajlb mendaftarkan usahanya kepada |
- . Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah

sebelum dlmulalnya keglatan usahanya.’

; (2) Apablla Wajlb pajak tldak melaporkan sendln usahanya ‘
- sebagaimana dxmaksud ‘pada ayat (1) pasal ini,” Dinas
‘Pendapatan Daerah akan mendaftar usaha Wajlb pajak"

‘ secarajabatan S e :

- (3) Pendaftaran usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat 1 -
; pasal ini, dllakukan sebagal berikut : -

- o oa. Pengusaha/penanggung jawab atau 'kuasanya .

: pendaftaran yang dlsedlakan oleh Dinas Pendapatan :
- Daerah. L . o _

b Formullr pendaﬁaran yang telah diisi dan dltandatangam |
: disampaikan kepada Dmas Pendapatan Daerah dengan
= melamplrkan

(1 RekomendaS| Camat setempat :
(2) Fotocopy Surat Izm Usaha ;(apabila ada)

dalam Jangka waktu selambat—lambatnya 30 (tlga puluh) hari = "

- mengambil, - mengisi dan menandatangam formulir .

(3) Fotocopy CKTP pengusahalpenanggung" . :

jawab/penenma kuasa; dan

- (4) Surat Kuasa (aslh) bermaterai Rp.6. 000 (enam nbuy L

 rupiah) - apablla pemlllk/penanggung - jawab
: i‘:berhalangan dan’ dlsertal foto copy KTP pemben;
~dan penerlma kuasa - ‘ o




Pasal 9 |

- Berdasarkan keterangan wajib pajak- dan data yang ada pada
formulir pendaftaran Kepala Dlnas Pendapatan Daerah
menerbltkan ; R

~a. Surat Pengukuhan sebagal Wajlb paJak
b Surat Penunjukan sebagal Wajib pungut dan
C. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

BE BABV
:  PELAPORAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
o PAJAK DAERAH (SPTPD) :

Lf:”'-v,PasaI10

(1) Wajib Pajak " Hotel melaporkan p'enghitungan ~dan

pembayaran ~ pajak  hotel ‘yan_gf ‘terutang rdengan ‘

_ menggunakan SPTPD

(2) SPTPD diisi dengan jelas lengkap, dan benar serta

e dltandatanganl oleh waijib pajak/kuasanya dan disampaikan

‘ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal St

15 bulan berlkutnya _
(3) Apabila batas waktu penyampalan SPTPD Jatuh pada hari

libur, waktu penyampalan SPTPD jatuh pada hari kerja

sebelumnya

Pasal 11

‘ \; (1) Penyetoran Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan ‘

_berikutnya."

@ Keterlambatan penyetoran pajak akan dlkenakan sankSI

denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari

Pokok Pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (Ilma o :

belas) bulan. -
(3) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan
Surat Tagihan. Pajak Daerah (STPD). - ‘

“"(4) Bendahara Pengeluaran ‘pada. setlap Satuan Kerja,
Perangkat Daerah - wajib menyetorkan Pajak hotel atas .
‘nama  ‘Wajib - Pajak dari  setiap keglatan yang

e mempergunakan dana APBD ke kas Daerah

 BABVI
MEDIA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Jumlah pembayaran, yang menjadi dasar pengenaan pajak

harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran yang

biasa - disebut dengan bill atau kwitansi - atau faktur
pembayaran |nv0|ce atau bukti pembayaran/penenmaan._

* lainnya.

(2) Bill kw:tahsi ‘faktur"pembayaran invoice ‘atau bukti

pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah
tercetak sebelumnya (printed running nqmber)



(3) Bentuk dan format kW|tanS| pembayaran atau bukt| :

‘ pembayaran Ialnnya mlnlmal memben mformasn nomor'-
‘bukti, tanggal  pembayaran, uraian ‘jenis" fasmtas yang
- digunakan, diskon/potongan  penjualan, dan jumlah yang
- harus dlbayar serta pajak yang dlbayar

TR T e BABVIL ‘
PEMBUKUAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Baglan Kesatu
. Pembukuan '

Pasal 13

:(1)WaJ|b Pajak dlwajlbkan menyelenggarakan pembukuan

. yang cukup, - sesuai -dengan ' kaidah akuntansi ‘dan

_pembukuan yang lazim dalam: mencatat penerlmaan danf
pengeluaran usaha o :

3 ;%(2) Pembukuan d|maksudkan untuk mempermudah Wajlb Pajak.. ‘
- dalam" mengelola usahanya dan  sekaligus - membantu
petugas Dinas Pendapatan Daerah ‘dalam melakukan
-~ . pembinaan dan pengawasan terhadap omzet usaha Wajib
; Pajak yang menjadl dasar pengenaan pajak untuk setlap
masa paJak ‘ . i : : s

o *vy'f:_lf(3) Apablla Wajlb Pajak tldak dapat menunjukkan pembukuanr‘

~ pada saat pemeriksaan, ‘maka jumlah penjualan terhutang
pajak akan dltetapkan secara Jabatan .

Baglan Kedua
Tata Cara Pemenksaan .

Pasal 14

H;f:ifi(1)D|nas: Pendapatan Daerah berwenang melakukan -

_ pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Waijib Pajak dalam
L menjalankan kewajlban perpajakan iy . :
: '"‘-2’;‘(2) Tata cara pemenksaan ‘pajak . dan pelaporan hasn'
. pemenksaan ‘serta tindak . lanjut pemeriksaan pajak di -
tuangkan dldalam Benta Acara hasil Pemeriksaan. -

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 15

: ff.f(1)Pejabat Pegawa: Negen Slpll dlhngkungan Pemenntahan
 Daerah diberi Wewenang khusus sebagaimana penyidik

“untuk melakukan penyidikan tindak pidana ' Perpajakan

“Daerah’ sebagaimana diatur dldalam Peraturan Perundang- o
Undangan yang berlaku : , :

' '(2) Prosedur penyldlkan wewenang penyldlk dan tindak |anjut‘
penyldlkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku
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: BAB IX - ‘
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
| Baglan Kesatu
Pengawasan '

v Pasal 16 L
- }.Pengawasan admlnlstraS| dilakukan terhadap
a. Status penyelenggaraan usaha Hotel

“b. Pembayaran ~dan penaglhan pajak yang terutang sesuali B

dengan ketentuan yang berlaku

' Pasal 17

B G)) Setlap Petugas Dinas Pendapatan Daerah Wajlb melakukan . |

~pengawasan dilapangan terhadap :
a. Pengoperasnan usaha Hotel termasuk fasmtas hotel
b Izm usaha Hotel ‘
L c. Pemungutan dan pembayaran pajak ,
"(2) Pengawasan penyelenggaraan ~usaha «éebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) ini dllakukan untuk menllal sebagal S

benkut ,
o a Pemlllkan masa berlaku izin ;
- b. Operasmnal darl fasilitas penglnapan
C. Pembukuan bill dan tarif Hotel dan -

- d. Kepatuhan pemungutan pembayaran dan pelaporan’

pajak

7 (3)Apablla ‘dalam melakukan pengawasan sebagalmana.

- dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan

- pelanggaran, petugas waijib melakukan pengusutan atas

pelanggaran tersebut.

- (4) Apablla dalam melakukan pengusutan sebagaimana'

dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka
~data tersebut dipakai sebagai dasar untuk menerbltkan
SKPDKB SKPDKBT STPD. :
‘ Baglan Kedua
Penertlban o

" Pasal 18 :

E Penerhban usaha Hotel dilakukan terhadap
: a Penyalahgunaan izin yang diberikan;
b. Habis masa berlaku izin; _ :
C. Keglatan yang tidak sesuai dengan izin usaha
d. Pengoperasmn fasmtas yang tidak sesuai dengan penzman

e. Wajlb Pajak tidak melakukan pemungutan dan penyetoran
pajak daerah;
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f. Wajib Pajak melakukan pungutan pajak tetapi tidak

" melakukan. penyetoran baik seluruh atau sebagian ke
- ‘Bendahara Penerimaan Dinas. Pendapatan Daerah atau:
_ Pembantu Bendahara Penenmaan di Kecamatan '

Pasal 19

. :_(1)Penert|ban terhadap usaha Hotel sebagalmana dimaksud :
dalam’ pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk -
penyegelan dan penutupan usaha. e

’.*f'(2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap',"l o

usaha Hotel, waijib pajak terlebih dahulu diberikan surat -
teguran (I i, III ) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. - '

':-”(3) Surat teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)'~-
d|S|apkan oleh instansi terkait. , .

; (4) Penyegelan terhadap usaha Hotel dllakukan apablla

a. Wajlb Pajak tidak melaksanakan kewajlban untuk
mengurus " izin atau memperpanjang izin usaha Hotel -
‘yang telah berakhir masa berlakunya dalam Jangka waktu -
: yang dltetapkan dalam surat teguran : _

b. Waijib Pajak secara tegas tidak- melakukan pemungutan "
pajak dan - atau  melakukan pungutan - pajak tidak
menyetorkannya ke kas Daerah seluruhnya dan [ atau
sebaglan ,

c. Wajib Pajak tldak melaksanakan ‘kewaijiban untuk B
- menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan -

dengan izin yang diberikan dalam Jangka waktu yang
- dltetapkan dalam surat teguran :

.‘_f._(5) Penyegelan dISIapkan atas nama ‘Bupati atau pejabat yang', .
- ditunjuk - dan dllaksanakan oleh instansi-instansi yang
terkalt : : o

‘Pasal 20 S
 Usaha Hotel yang telah dlsegel 'penyelenggara ‘masih
b dlbenkan kesempatan untuk: .

‘a.Mengurus izin-atau memperpanjang |zm yang telah berakhlr"‘ :
masa berlakunya. : : -

g b.Menyesualkan perubahan fasmtas yang dloperaS|kan",j
'dengan |Z|n yang telah dlbenkan o ~

c¢. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya "
- sesuai dengan ketentuan berlaku

Pasal 21

- _‘1(1)Apablla penyelenggara usaha Hotel tetap tldak 5

"~ melaksanakan ketentuan sebagalmana ‘dimaksud, maka

usaha hotel akan disita sesual ‘dengan ketentuan yangj g
berlaku. , :

: ‘,(2) Penyitaan usaha hotel di blayal Anggaran Pendapatan
- Belanja Daerah.. : -

-(3) Penyltaan usaha Hotel ‘harus berdasarkan Surat Perlntah' .
Bupati atau Pejabat yang dltunjuk < , g



- . - Dlundangkan di Bengkalls
" . pada tanggal 12 ApmiL gor),

o »‘~,,',:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS};_;*‘: B

BABX |
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 22

f:: f;fHaI hal yang belum cukup dlatur dalam peraturan lnl sepanjang‘ . i
. mengenali teknis pelaksanaan pemungutan akan dl atur Ieblh W
5 ,',‘_‘.,Ianjut dalam peraturan tersendlrl : : R [

 BABXI

: f‘iPENUTUP
S Pasal23 “ G
e ,ijeraturan ini. mulal berlaku pada tanggal 01 Januarl 2012

'?‘Agar ; setlap orang mengetahumya memerlntahkan
fpengundangan Peraturan Bupatn ni; dalam Benta ‘Daerah ... o
;Kabupaten Bengkalls S s e S

Dltetapkan d| Bengkalls

| pada tanggal \’g\VGI'L A

— Do, H. ASMARAN HASAN
. PEMBINA UTAMA MADYA -
NIP. 19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012NOMOR \’—) B




